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Skripsi 3-1 Oleh: Nenny Fitria Pembimbing: Drs, A, Rizal Putra, Msi, Akt
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian
Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk, dan
apakah perkembangan kinerja PT. Bank MNegara Indonesia (Persero) Thk meningkat sebelum dan
sesudah implementasi Good Corporate Governance, Thata yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data skunder yang terdiri dari Laporan GCG perusahaan dan aktivitas GOG vang telah
dilakukan serta kinerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Thk., Data diuji dengan
membandingkan antara praktik GCG di PT BNI dengan teori GCG vang diperoleh dart buku teks
dan ketentuan-ketentuan penerapan GCG yang diberlakukan di lingkungan perbankan nasional,
kemudian menggunakan implikasi penerapan GCG terhadap kinerja sehagai dasar perbandingan |
antara kinerja sebelum dan sesudah penerapan GCG,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip-Prinsip GCG menjadi  landasan
pelaksanaan operasional BNIL Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan dengan adanya keterbukaan
dalam hal laporan kevuangan dan non keuangan. Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas dengan adanya
pengungkapan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban organ perusahaan dengan jelas |
Pelaksanaan Prinsip Responsibilitas dengan adanya kepatuhan BNI terhadap peraturan yang
berlaku dan adanya pelaksanaan tangegung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan Prinsip
Independensi yaitu tidak adanya benturan kepentingan dan pengelolaan perusahaan dilakukan
secara profesional tanpa memihak Pelaksanaan Prinsip Kewajaran yang berdasarkan asas
kesetaraan yaitu memberikan kesempatan vang sama kepada seluruh stakeholders, Selain itu
|_penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997

merupakan mimpi buruk bagi sejarah perekonomian Indonesia, terutama pada
seklor perbankan. Krisis tersebut berdampak sangat besar bagi sendi-sendi
perekonomian yang nyaris melumpuhkan perekonomian nasional.
Persoalan utama yang dihadapi oleh sektor perbankan pada masa itu adalah
semakin banyaknya bank terlikuidasi yang dinilai pemerintah sebagai bank vang
bermasalah atau tidak schat. Tindakan likuidasi dilakukan, agar tidak berpengaruh
dan merupakan satu-satunya alternatif terakhir yang diambil oleh pemerintah
untuk memperbaiki kondisi perbankan Indonesia.

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada sckior perbankan harus
senantiasa  berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi
(transparency). yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material
dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan. Kedua., akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan
pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan
sccara elektif, Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) vaitu kesesuaian
pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip
pengelolaan bank yang schat. Kcempat, independensi (independency) vaitu
pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh dari pihak manapun. Kelima,

kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak



stakeholders vang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Peraturan BI No.8/4/2006 dalam Tungeal. 2006:103).
Dengan adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance diharapkan dapat
memperbaiki citra dan kelangsungan hidup perbankan yang sempat terpuruk pada
masa itu,

Pelaksanaan  prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance  menjadi
demikian penting, artinya semakin dekat suatu perusahaan menjalankan Good
Corporate Governance maka akan dekat vang bersangkutan dengan akses dana.
Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus didukung oleh
unsur-unsur intern perusahaan, diantaranva Pemegang Saham. Dewan Direksi.
Dewan Komisaris, Manajer, Komite Audit, Satuan Pengawas Intern atau auditor
intern, Karyawan atau Serikat Kerja (Tunggal, 2002:25),

Salah satu dari temuan praktik yang tidak sehat pada perbankan Indonesia,
vang mencerminkan adanya permasalahan Good Corporate Governance. Praktik
kejahatan perbankan seperti, kasus pembobolan Bank BNI yang mengejutkan
masyarakat Indonesia akhir tahun 2003, Bank BNI mengalami kerugian sebesar
Rp 1.7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ckspor [iktif melalui
surat Letter of Credit (1/C). Kasus ini menjadi fenomenal karena selain
merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara
makro, disusul dengan pembobolan Bank BRI Rp 294 miliar vang merupakan
kasus pelanggaran prosedur terkait dengan pemberian pinjaman dengan jaminan
deposito dan pencairan dana (Majalah Trust, 16 Mei 2007). Ini menunjukkan
masth rendahnya kesadaran pelaku bisnis perbankan akan pentingnya pelaksanaan

prinsip-prinsip Good Corporate Governance, seperti transparansi. akuntabilitas,
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BAB Y

PENUTUP

Pada bagian ini akan dibahas mengenai kesimpulan berdasarkan hasil

analisis data pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti

selanjutnya.

5.1

[

(5%

Kesimpulan

Prinsip-prinsip  Good Corporate Governance menjadi landasan  bagi
pelaksanaan operasional BNI, dan sejalan dengan itu dalam melaksanakan
tugas dan  tanggung  jawab  pengawasannya, Dewan Komisaris
mengarahkan, memantau, dan  mengevaluasi  pelaksanaan  kebijakan
strategi BN

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan prinsip
transparency dengan benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya
keterbukaan dalam hal laporan keuangan dan non keuangan.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan prinsip
akuntabilitas dengan benar dan telah memenuhi kaedah vang ditetapkan
berdasarkan teori dan peraturan terkait. pada prinsip ini BNI telah
mengungkapkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban setiap
organ perusahaan dengan jelas.

Pl. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah menerapkan prinsip
responsibilitas sesuai dengan kaedah, hal ini terbukti dengan kepatuhan

BNI terhadap peraturan yang berlaku, dan adanya pelaksanaan tanggung
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